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Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskusikan implementasi pemberdayaan masyarakat
dalam mendukung dampak berkelanjutan. Metode penelitian menggunakan pendekatan
kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Analisis data meliputi
reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di perguruan tinggi dalam mendukung
dampak pembangunan berkelanjutan belum sepenuhnya efektif. Pencapaian tingkat efektifitas
hanya tercapai pada aspek derajat perubahan kelompok sasaran dan kualitas proses
implementasi sedangkan pada aspek hasil akhir/dampak implementasi masih belum sesuai
dengan harapan yang diinginkan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep atau formulasi
kebijakan pemberdayaan masyarakat masih sangat tergantung pada inisiasi dari pihak perguruan
tinggi sehingga orientasi masyarakat belum sepenuhnya pada konteks pemberdayaan yang
sesungguhnya sehingga outcome atau keluaran dampak implementasi kebijakan pemberdayaan
masih bersifat dan belum berkelanjutan. Disisi lain meskipun perubahan kelompok sasaran dan
kualitas proses implementasi sudah menunjukkan peningkatan akan tetapi masih memerlukan
upaya yang bersifat holistic dalam mendorong dampak implementasi yang efektif.

Kata Kunci: implementasi kebijakan; pemberdayaan masyarakat; dampak Pembangunan
berkelanjutan; perguruan tinggi.

Abstract

The purpose of this study is to discuss how the implementation of community empowerment
supports sustainable impacts. The research method uses a qualitative approach. Data collection
techniques through interviews and observation. Data analysis includes reduction, data
presentation and conclusion. The results of the research show that the implementation of
community empowerment policies in tertiary institutions in supporting the impact of sustainable
development has not been fully effective. Achievement of the level of effectiveness was only
achieved in the aspect of the degree of change in the target group and the quality of the
implementation process, while in the aspect of the final result/impact of the implementation it
was still not in accordance with the desired expectations. The research findings show that the
concept or formulation of community empowerment policies is still very much dependent on
initiation from the university so that the orientation of the community is not yet fully in the
context of actual empowerment so that the outcomes or outputs impacting the implementation
of empowerment policies are still not sustainable. On the other hand, even though changes in
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the target group and the quality of the implementation process have shown improvement, they
still require efforts that are holistic in nature in encouraging an effective implementation impact.

Keywords: policy implementation; community empowerment; impact of sustainable
development; higher education

Pendahuluan

Pemberdayaan masyarakat telah menjadi trend di seluruh dunia dalam beberapa
dekade terakhir yang ditunjukkan melalui transisi dari pendekatan paternalistik dan
pasif menuju partisipasi warga yang lebih aktif (Bailey, 2010; Bailey & Pill, 2015;
Markantoni et al., 2018; Steiner et al., 2022). Sebagai suatu proses, pemberdayaan
masyarakat dilakukan melalui keterlibatan dan partisipasi — yang keduanya mewakili
prasyarat pemberdayaan masyarakat (Steiner & Farmer, 2018).

Menurut (Zimmerman, 2000) pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk
memecahkan permasalahan publik sekaligus sebagai strategi yang berorientasi pada
tujuan dan sasaran untuk melakukan perubahan. Pandangan tersebut sejalan dengan
pendapat (Meltzer & Schwartz, 2019) dan (Turnbull, 2006) yang mendefinisikan
kebijakan publik sebagai instrument pemecahan masalah dalam mengatasi persoalan-
persoalan masyarakat. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat, memiliki
relevansi yang kuat dengan kebijakan publik sebagai sesuatu yang harus
diimplementasikan (Tachjan, 2006) sehingga dalam konteks penelitian ini,
pemberdayaan masyarakat dapat dipersepsikan sebagai suatu kebijakan sebagai salah
satu bentuk aktivitas kolaborasi dan transformasi pengetahuan yang berorientasi pada
tujuan dan sasaran serta perubahan lingkungan sosial masyarakat dan pembangunan
secara berkelanjutan.

Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu
prinsip dan tanggung jawab perguruan tinggi melalui peran serta dalam
penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan tinggi sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan
tinggi. Dengan demikian dalam rangka menghadapi perkembangan global yang
makin mengutamakan basis ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan tinggi
diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalam memajukan peradaban dan
kesejahteraan umat manusia melalui kebijakan pemberdayaan masyarakat.

Institusi perguruan tinggi memiliki peran penting dalam aspek keberlanjutan.
Hal ini karena perguruan tinggi merupakan agen kunci dalam pendidikan untuk
mencetak pemimpin masa depan yang akan berkontribusi pada keberhasilan
implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (Zalénien¢ & Pereira, 2021). Hal
tersebut semakin menegaskan posisi institusi perguruan tinggi sebagai salah satu pilar
strategis pembangunan dan peradaban suatu bangsa dalam menghadapi berbagai
tantangan dan dinamika global. Dengan demikian menjadi suatu keniscayaan apabila
potret peradaban suatu bangsa pada hari ini dan masa mendatang sesungguhnya
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tercermin dari wajah perguruan tinggi. Semakin baik wajah perguruan tinggi,
semakin berperan perguruan tinggi, semakin dekat perguruan tinggi dengan solusi
persoalan masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat peradaban suatu bangsa
(Hidayat, 2020).

Kapasitas perguruan tinggi dalam merespon dan memecahkan permasalahan

masyarakat merupakan salah satu indicator kredibilitas dan instrument representative
suara kebenaran dan keadilan masyarakat untuk tetap senantiasa bersikap kritis dan
objektif untuk memberikan dampak sosial lingkungan dan pembangunan masyarakat
yang berkelanjutan. Dalam hal ini, perguruan tinggi harus mampu
mengimplementasikan berbagai inisiatif dan tindakan secara kolaboratif agar mampu
menghasilkan pengetahuan baru yang bermanfaat (T. Moore, 2014). Hal ini sejalan
dengan pandangan yang dikemukakan oleh (Albulescu & Albulescu, 2014) yang
mengatakan bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat harus beradaptasi dengan
paradigma baru masyarakat yang berbasis pada pengetahuan berkelanjutan.
Oleh sebab itu, penelitian tentang pemberdayaan masyarakat yang ditinjau dari aspek
implementasi kebijakan dan dikaitkan dengan dampak pembangunan berkelanjutan
menjadi sangat penting untuk dilakukan. Hal tersebut tidak terlepas dari peran
penting perguruan tinggi dalam memberikan kontribusinya terhadap masyarakat,
pembangunan lokal dan regional termasuk membangun semangat pemberdayaan
dengan lingkungan sosial masyarakat melalui transformasi pengetahuan dan
teknologi.

Beberapa bukti penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan
pemberdayaan masyarakat di perguruan tinggi Universitas Serang Raya sebagai
lokasi penelitian ini masih menemui berbagai hambatan dan permasalahan, seperti
belum optimalnya dampak pembangunan berkelanjutan sehingga belum mampu
menghasilkan pengetahuan baru dan pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk
beradaptasi yang berbasis pada pengetahuan masyarakat yang berkelanjutan
sebagaimana dikemukakan oleh (Albulescu & Albulescu, 2014; T. Moore, 2014).
Selain itu permasalahan yang masih ditemui yaitu masih minimnya outcome
pemberdayaan masyarakat sehingga hal ini belum sesuai dengan pemenuhan
pencapaian penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan tinggi
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
pendidikan tinggi melalui pemberdayaan seluruh komponen masyarakat.
Permasalahan yang juga menjadi temuan awal penelitian ini adalah belum
terimplementasikannya kebijakan yang berasal dari gagasan masyarakat atau bottom
up sehingga implementasi kebijakan yang dilakukan lebih cenderung bersifat
topdown atau kebijakan pemberdayaan yang diimplementasikan masih merupakan
inisiasi dan gagasan perguruan tinggi.

Penelitian tentang implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di
perguruan tinggi yang dikemukakan oleh (Karlina et al., 2016) menunjukkan adanya
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sinergitas antara masyarakat dengan perguruan tinggi pendamping yang telah berhasil
memberikan program pendampingan sesuai kebutuhan masyarakat. Sedangkan hasil
penelitian berbeda dikemukakan (Tinggogoy, 2019) yang menunjukkan masih
adanya hambatan komunikasi antar pihak terkait (stakeholders) sehingga
implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat belum berjalan efektif. Hasil
penelitian tersebut sesuai dengan (Anyon & Fernandez, 2007) yang menyebutkan
minimnya kolaborasi antar aktor dalam pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya dalam konteks dampak kebijakan pemberdayaan masyarakat,
penelitian tentang dampak perguruan tinggi dalam mendukung keberhasilan
pembangunan berkelanjutan cenderung menunjukkan fokus yang kuat pada studi
kasus yang berhubungan dengan proyek tertentu (Findler et al., 2019), sedangkan
menurut hasil penelitian (Maas & Liket, 2011), dampak umumnya disebabkan oleh
organisasi atau intervensi (kebijakan, program, proyek, produk, teknologi atau
tindakan) yang terjadi di luar organisasi dalam masyarakat atau lingkungan alam dan
bukan dampak keberlanjutan dari perguruan tinggi seperti perubahan dunia nyata
dalam aspek ekologis, kebijakan, dan kesejahteraan masyarakat (Koehn & Uitto,
2014).

Beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas memiliki kesesuaian dengan
penelitian yang sedang dilakukan, akan tetapi penelitian tentang pemberdayaan
masyarakat yang dilakukan perguruan tinggi dalam konteks implementasi kebijakan
dalam mendukung pembangunan berkelanjutan masih belum dilakukan secara
mendalam. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskusikan
bagaimana implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di perguruan tinggi
dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Menurut (Baker & McLelland, 2003) efektivitas implementasi kebijakan dapat
dianalisis dan dievaluasi berdasarkan empat aspek yaitu prosedural (praktik),
substantif (kinerja), transaktif (kemahiran) dan aspek normatif (tujuan). Sedangkan
(Pradhan et al., 2017) lebih melihat indicator keberhasilan implementasi kebijakan
disebabkan dua faktor yaitu dukungan kebijakan pemerintah dan tujuan program
pemerintah. Efektifnya implementasi kebijakan merupakan indikasi keberhasilan
berjalannya suatu proses yang efektif sehingga untuk menilai implementasi kebijakan
yang efektif harus melihat perspektif kapasitas yang meliputi kemampuan analitis,
manajerial, dan politik yang melekat pada pembuat kebijakan.

Meskipun demikian, seringkali implementasi kebijakan mengalami kegagalan
atau tidak berjalan efektif. Dalam hal ini (Teng & Gu, 2007) berpendapat bahwa
implementasi kebijakan yang efektif bergantung pada hubungan yang baik antara
berbagai tingkat pemerintahan dan organisasi di tingkat lokal sehingga cenderung
menghasilkan kesenjangan implementasi. Selain itu kegagalan implementasi
kebijakan disebabkan karena kurangnya koherensi kebijakan, kurangnya penegakan,
mekanisme akuntabilitas, dan kurangnya pembiayaan untuk melaksanakan kebijakan
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(Mugwagwa et al., 2015). Secara lebih luas, (Hudson et al., 2019) menyebutkan
empat penyebab umum kegagalan implementasi kebijakan yaitu 1)harapan yang
terlalu optimis; 2)tata kelola yang tidak tepat; 3)penyusunan kebijakan kolaboratif
yang tidak memadai, dan; 4)siklus politik.

Selanjutnya pandangan tentang efektivitas implementasi kebijakan yang lebih
komprehensif dan memiliki relevansi dengan pemberdayaan masyarakat
dikemukakan oleh (Sandford & Moulton, 2015, pp. 13-14) yang mengatakan bahwa
efektivitas implementasi kebijakan seharusnya berorientasi pada perubahan tata cara
dan kelompok sasaran dengan melihat mutu proses dan hasil akhir. Hal ini
dikarenakan pemberdayaan masyarakat terfokus pada individu, organisasi atau
komunitas masyarakat sebagai bagian kelompok sasaran (Zimmerman, 2000). Disisi
lain pemberdayaan masyarakat merupakan konstruksi yang menghubungkan
kekuatan dan kompetensi individu, sistem bantuan alami, dan perilaku proaktif
dengan kebijakan sosial dan perubahan sosial (Rappaport, 1981).

Praktek pemberdayaan masyarakat terjadi di seluruh komunitas dan tingkatan,
dimana pekerja sosial memiliki keterlibatan cukup dominan (Bent-Goodley, 2018;
Joseph, 2020). Pemberdayaan masyarakat dipromosikan melalui kapasitas dan
tindakan untuk mencapai tujuan perubahan social sehingga menjadi instrument bagi
organisasi dan komunitas untuk terus berkembang (Carrasco et al., 2016) termasuk
dalam hal ini kemampuan perguruan tinggi untuk melakukan suatu terobosan atau
pendekatan inovasi model pemberdayaan masyarakat untuk mengukur bagaimana
mencapai dampak secara berkelanjutan (Harrach et al., 2020), sehingga untuk
mencapai hal tersebut, konteks pemberdayaan masyarakat, penting untuk melakukan
pengenalan pemantauan berbasis masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan
ketahanan dan kesejahteraan masyarakat (Khair et al., 2020).

Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Adapun alasan
pemilihan pendekatan tersebut dikarenakan penelitian ini melihat dan memahami
fenomena sosial yang kompleks melalui pertanyaan penelitian (Yin, 2014). Teknik
pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara dengan melibatkan aktor
perguruan tinggi dan masyarakat selaku informan penelitian melalui penentuan
informan purposive sampling. Lokasi penelitian ini yaitu Universitas Serang Raya
sebagai salah satu institusi yang melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat,
hal ini menjadi salah satu alasan pemilihan lokasi penelitian sebagaimana
dikemukakan (Yin, 2014) yang menyebutkan pemilihan lokasi dapat dilakukan
berdasarkan typical case atau tipe kasus yang sedang diteliti. Sedangkan analisis data
penelitian menggunakan analisis data kualitatif sebagaimana dikemukakan (Miles et
al., 2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
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Hasil dan Pembahasan
A. Perubahan pada kelompok sasaran

Dimensi perubahan kelompok sasaran yang ingin dicapai dalam implementasi
kebijakan pemberdayaan masyarakat di perguruan tinggi Universitas Serang Raya
dalam mendukung pembangunan berkelanjutan memiliki keterkaitan yang sangat erat
dengan target dan pencapaian yang hendak dicapai sebagaimana tercantum dalam
tridharma perguruan tinggi yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan
pengabdian masyarakat, selain aspek pendidikan dan penelitian.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Pendidikan Tinggi, bahwa pengabdian masyarakat merupakan Kkegiatan sivitas
akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) untuk
memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu,
dijelaskan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan dalam berbagai bentuk
kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas
akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.

Fakta empiris penelitian menunjukkan implementasi kebijakan pemberdayaan
masyarakat di Universitas Serang Raya berdasarkan aspek derajat perubahan kelompok
sasaran sudah tercapai, baik berdasarkan skala dan ukuran target kebijakan maupun
tujuan program, artinya derajat perubahan masyarakat sudah mengalami peningkatab
pada saat implementasi pemberdayaan masyarakat sedang dilakukan. Jika dikonfirmasi
menurut  (Findler et al., 2019) hal ini dikarenakan implementasi kebijakan
pemberdayaan masyarakat yang dilakukan sudah mengadaptasi analisis perspektif
dampak yang lebih holistik. Disisi lain focus dampak non akademik seperti perubahan
masyarakat sudah mendapatkan perhatian oleh perguruan tinggi sebagaimana dampak
akademik seperti pengaruh ilmiah dan penelitian (Thomas & Ormerod, 2017).

Menurut (Shearer et al., 2016) dimensi perubahan kebijakan dapat dilakukan
melalui tiga elemen kunci yang meliputi institusi (proses, konteks); kepentingan (aktor,
kekuasaan). Hal ini sesuai dengan temuan penelitian yaitu sudah terintegrasinya
pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu mata kuliah dalam kurikulum program
studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya dan dukungan regulasi sebagai
legitimasi kebijakan.

Salah satu instrument yang diharapkan mampu mendorong derajat perubahan
kelompok sasaran secara berkelanjutan adalah melalui penguatan regulasi yang dapat
memaksa dan menentukan perilaku kelompok sasaran (August, 2010). Focus pada
penguatan regulasi menjadi landasan legitimasi implementasi kebijakan pemberdayaan
masyarakat sekaligus sebagai upaya untuk mendorong inisasi perguruan tinggi untuk
melakukan perubahan kurikulum pembelajaran sehingga mampu menghasilkan output
pengetahuan, sikap dan minat yang tinggi baik dari aktor perguruan tinggi maupun
target kelompok sasaran.
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Menurut (Matti, 2009) bahwa masalah legitimasi yang dihadapi kebijakan publik
ada tiga yaitu: mempengaruhi kinerja (dalam hal efektivitas dan efisiensi) program
politik dan perangkat kebijakan; batas-batas proses pembuatan kebijakan itu sendiri
(melalui dilema legitimasi/efektivitas) serta posisi demokrasi dan kinerja keseluruhan
pemerintahan politik di masa depan. Dalam hal ini kebijakan pemberdayaan masyarakat
di perguruan tinggi selain harus menyiapkan struktur kelembagaan, kurikulum berbasis
pemberdayaan masyarakat, dan sumber daya yang tersedia juga harus menerapkan
instrument regulasi yang dapat dapat mempengaruhi hasil implementasi kebijakan
(Linder & Peters, 1987) dan harus mampu melihat kebutuhan dan akses target
kelompok sasaran sebagaimana penelitian yang dilakukan (Ashton et al., 2018) yang
mengatakan pentingnya melihat sikap dan perilaku perspektif kelompok sasaran sebagai
suatu pendekatan dan metode yang berbeda. Namun, untuk menetapkan perubahan yang
diperlukan dalam pendidikan, prinsip-prinsip keberlanjutan perlu menjadi inti dari
strategi institusi yang lebih tinggi (misalnya, kurikulum, modus operandi) dan
merupakan kunci untuk dimasukkan ke dalam budaya organisasi (Zalénien¢ & Pereira,
2021).

B. Kualitas proses implementasi

Berdasarkan hasil penelitian, kualitas proses implementasi kebijakan
pemberdayaan masyarakat sudah berjalan secara efektif. Beberapa indicator hasil
penelitian menunjukkan terdapat peningkatan kualitas pada proses implementasi
kebijakan seperti sudah berjalannya tahapan dan proses perencanaan, sosialisasi,
akuntabilitas dan pelaporan. Hal ini menunjukkan, bahwa Universitas Serang Raya
sudah menunjukkan pentingnya mewujudkan proses dan kualitas implementasi
kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk memecahkan permasalahan dan kebutuhan
masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh (Anderson, 1984) yang mengatakan bahwa
kebijakan publik merupakan proses pengambilan keputusan atau memilih tindakan
untuk memecahkan masalah sosial dan mengadopsi strategi khusus perencanaan dan
pelaksanaan yang tepat.

Selanjutnya indikasi yang menunjukkan efektifitas kualitas proses implementasi
kebijakan pemberdayaan masyarakat di Universitas Serang Raya adalah terdistribusinya
sumber daya baik manusia (dosen), anggaran dan kerjasama dengan masyarakat. Dalam
hal ini, penempatan dosen sudah dilakukan secara proporsional sesuai dengan
kebutuhan dan dukungan anggaran yang cukup memadai. Selain itu, kerjasama yang
dilakukan dengan masyarakat pada saat kegiatan pemberdayaan masyarakat
menunjukkan proses yang efektif dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor aktif
atau kunci dalam setiap kegiatan yang dilakukan, hal ini sesuai dengan hasil penelitian
(Karlina et al., 2016) yaitu terciptanya sinergitas antara masyarakat dengan perguruan
tinggi pendamping dalam program pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.
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Menurut (Steiner & Farmer, 2018) pemberdayaan masyarakat harus
memanfaatkan teknik pengembangan masyarakat yaitu menggunakan aktor eksternal
dan sumber dukungan atau praktik eksogen, dan mereka yang memanfaatkan aset dari
dalam masyarakat atau praktik endogen. Kondisi empiris yang menunjukkan sudah
efektifnya sinergitas dan peran masing-masing aktor implementasi kebijakan
pemberdayaan masyarakat di tingkat pendidikan tinggi seperti yang telah diuraikan di
atas menunjukkan bahwa proses diantara para aktor implementasi kebijakan sudah
menuju pada tingkat perubahan yang diinginkan sebagaimana dikemukakan (Robinson,
2006).

Efektifnya interaksi dan peran aktor kebijakan pemberdayaan masyarakat tersebut
meliputi aspek-aspek yaitu: 1)leadership atau kepemimpinan yang mengarahkan tata
kelola kolaboratif inisiatif; 2)dorongan atau motivasi dalam menyediakan sumber daya
manusia, sumber daya keuangan atau teknis; dan 3)pengikut, yang bergabung dan
diorganisir pihak lain (Scott & Thomas, 2016). Termasuk efektifnya kapasitas analisis,
manajerial dan politik (Rames et al., 2016) dalam implementasi kebijakan
pemberdayaan masyarakat.

C. Hasil akhir/dampak implementasi

Berdasarkan hasil penelitian, pencapaian hasil akhir dampak implementasi
kebijakan pemberdayaan masyarakat di perguruan tinggi Universitas Serang Raya
dalam mendukung dampak pembangunan berkelanjutan masih belum optimal dan
sesuai dengan harapan. Hal tersebut terlihat dari masih adanya permasalahan empiris
belum efektifnya dampak berkelanjutan sebagai outcome pemberdayaan masyarakat.

Menurut (Hudson et al., 2019) secara ideal implementasi kebijakan harus
memastikan dan mengantisipasi empat sumber penyebab kegagalan yaitu: 1)harapan
yang terlalu optimis; 2)tata kelola yang tidak tepat; 3)penyusunan kebijakan
kolaboratif yang tidak memadai, dan; 4)siklus politik. Jika dikaitkan dengan hasil
penelitian di atas, maka penyebab belum efektifnya hasil akhir/dampak implementasi
adalah kebijakan kolaboratif yang tidak memadai, dalam hal ini kebijakan
pemberdayaan masyarakat masih bersifat top down atau sepenuhnya berasal dari
inisiasi dan gagasan perguruan tinggi atau belum mengakomodasi kebutuhan dan
permasalahan kebutuhan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan temuan hasil penelitian yang menunjukkan konsep atau
formulasi kebijakan pemberdayaan masyarakat masih sangat tergantung pada inisiasi
dari pihak perguruan tinggi sehingga orientasi masyarakat belum sepenuhnya pada
konteks pemberdayaan yang sesungguhnya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (T.
L. Moore, 2014) yang mengatakan bahwa lembaga pendidikan tinggi memiliki
catatan buruk dalam mengevaluasi dampak inisiatif keterlibatan sipil mereka baik
dalam bentuk kemitraan formal maupun nonformal. Dengan demikian kemampuan
dan respon perguruan tinggi untuk melakukan suatu terobosan atau pendekatan
inovasi model pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan untuk mengukur
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bagaimana mencapai dampak secara berkelanjutan (Harrach et al., 2020), selain itu,
dalam konteks pemberdayaan masyarakat, penting untuk melakukan pengenalan
pemantauan berbasis masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan ketahanan dan
kesejahteraan masyarakat (Khair et al., 2020).

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah konsep pembangunan merangkum
nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembangan dinamis di masyarakat dan
mencerminkan paradigma pembangunan yang bersifat people centered atau berpusat
kepada masyarakat sebagai subjek dan pelaku pembangunan (Sururi, 2015). Oleh
sebab itu, sudut pandang (llott et al., 2016) dapat digunakan untuk mengatasi
bagaimana mengidentifikasi kegagalan dalam proses konsep dan praktek
implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari tiga tahap yaitu
1)Meningkat, Pada fase ini sebuah isu menjadi terpolitisasi, mendapatkan perhatian
para pejabat publik. Ini adalah titik di mana masalah yang akan ditangani
didefinisikan dan diartikulasikan, dan beberapa indikasi seperti apa kesuksesan akan
diidentifikasi; 2)Membangun, di sini stakeholder menetapkan kebijakan, institusi, dan
target yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah. Tindakan ini harus berfungsi
sebagai titik temu bagi koalisi dukungan yang diperlukan untuk mempertahankan
fokus jangka Pa njang; 3)Menanamkan, yang merupakan periode dengan risiko
berkurangnya kepentingan politik, tetapi ini adalah waktu ketika “bahan penyusun”
perlu memberikan beberapa bukti keberhasilan.

Kesimpulan

Implementasi  kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung
pembangunan berkelanjutan di Universitas Serang Raya menunjukkan efektifitas pada
aspek derajat perubahan kelompok sasaran dan kualitas proses implementasi sedangkan
pada aspek hasil akhir/dampak implementasi masih belum sesuai dengan harapan yang
diinginkan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep atau formulasi kebijakan
pemberdayaan masyarakat masih sangat tergantung pada inisiasi dari pihak perguruan
tinggi sehingga orientasi masyarakat belum sepenuhnya pada konteks pemberdayaan
yang sesungguhnya.

Hal ini menyebabkan outcome atau keluaran dampak implementasi kebijakan
pemberdayaan masih bersifat parsial atau hanya terjadi pada saat implementasi dan
masih belum berkelanjutan. Di sisi lain meskipun perubahan kelompok sasaran dan
kualitas proses implementasi sudah menunjukkan peningkatan akan tetapi masih
memerlukan upaya yang bersifat holistic dalam mendorong dampak implementasi yang
efektif.

Oleh sebab itu, kebijakan kolaboratif antara aktor perguruan tinggi dan
masyarakat dalam implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat menjadi suatu
keniscayaan dalam mendorong konsep dan formulasi yang relevan dan sesuai dengan
kebutuhan dan permasalahan masyarakat.
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